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PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah yang

ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Sampai saat ini belum ada perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah NTT terhadap HKI Tradisional atas alat musik tradisional Sasando
dalam bentuk peraturan hukum, yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah
Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini hanyalah
dalam bentuk pelestarian alat musik tradisional Sasando yang dimana
merupakan suatu kerangka untuk melindungi dari kepunahan. Seharusnya
Pemerintah Daerah NTT segera membuat suatu produk hukum yang dimana
dengan melihat penjelasan yang telah dipaparkan Pemerintah Daerah NTT
mempunyai wewenang untuk membuat suatu produk hukum atau kebijakan

tentang HKI tradisional.

2. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTT dalam melindungi HKI
tradisional atas alat musik tradisional Sasando dalam bentuk pelestarian sudah
berjalan dengan baik dan tepat sasaran yang dimana tujuan utamanya adalah
untuk mencegah terjadinya pengambilan hak ekonomis dari alat musik

tradisional Sasando itu sendiri.
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3. Peranan yang dilakukan Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat
pulau Rote yang selama ini mengembangkan serta melestarikan alat musik
tradisional Sasando sudah cukup baik dimana dalam hal ini Pemerintah NTT
telah mengadakan berbagai kegiatan yang berfungsi sebagai ajang promosi
dan pelestarian alat musik tradisional Sasando yang dimana melibatkan

masyarakat adat pulau Rote secara langsung.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka perlu
dikemukakan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah
Daerah NTT, dengan harapan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk
memberikan perlindungan dalam bentuk produk hukum terhadap semua kekayaan
intelektual tradisional yang ada di Propinsi NTT dan lebih memperhatikan setiap
pelaku usaha pelestarian dan pengembang kekayaan intelektual tradisional yang

ada di wilayah Propinsi NTT.

Adapun saran-saran yang dapat sampaikan adalah sebagai berikut :

A. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Badan Biro Hukum Setda
Propinsi NTT seharusnya dalam waktu secepatnya membuat suatu produk
hukum atau kebijakan yang benar-benar khusus mengatur tentang HKI
tradisional yang ada di wilayah NTT karena pada dasarnya Badan Biro
Hukum Setda Propinsi NTT mempunyai wewenang untuk membuat suatu

produk hukum.
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B. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi NTT lebih giat lagi dalam
melakukan kegiatan promosi ke luar wilayah NTT terhadap seluruh hasil
kekayaan intelektual tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional di

wilayah NTT.

C. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur wajib memberikan dukungan yang
penuh dalam bentuk apa saja dan penghargaan khusus kepada orang-orang
yang secara individual merupakan living human treasure karena melestarikan
eksistensi kekayaan intelektual tradisional, agar dapat terus berkarya

melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual tradisional.

D. Pemerintah Daerah NTT membentuk Dewan Perlindungan HKI di Propinsi
NTT yang fungsinya memberikan rekomendasi mengenai siapa yang berhak
atas penyaluran dana hasil royalty ( semacam collective management society )
yang beranggotakan tokoh masyarakat, empu dan jajaran pemerintah yang
dimana pada dasarnya tujuan pembentukannya adalah sebagai penyimpanan
database semua HKI tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional
yang ada di wilayah NTT. Dana itu sendiri idealnya dapat dikelola oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi yang sekaligus berfungsi

sebagai pengambil keputusan dalam penyalurannya.
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